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Abstrak:	

Penelitian	ini	bertujuan	untuk	menganalisis	aspek	hukum	dan	pertanggungjawaban	pidana	
terhadap	pelaku	perdagangan	organ	manusia	serta	menilai	efektivitas	perlindungan	hukum	
bagi	 korban	 dalam	 perspektif	 hukum	 positif	 di	 Indonesia.	 Penelitian	 ini	 menggunakan	
metode	yuridis	normatif	dengan	pendekatan	perundang-undangan	dan	konseptual	melalui	
penelaahan	terhadap	berbagai	regulasi,	doktrin,	dan	literatur	yang	relevan	dengan	kejahatan	
perdagangan	 organ	 dan	 perlindungan	 korban.	 Pembaruan	 penelitian	 ini	 terletak	 pada	
pendekatan	integratif	yang	mengkonstruksikan	perdagangan	organ	sebagai	bentuk	khusus	
dari	perdagangan	orang	dengan	menekankan	analisis	pertanggungjawaban	pidana	pelaku,	
termasuk	 kemungkinan	 keterlibatan	 korporasi	 dan	 tenaga	 medis,	 serta	 mengaitkannya	
dengan	 model	 perlindungan	 korban	 yang	 berorientasi	 pada	 keadilan	 restoratif.	 Hasil	
penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 secara	 normatif	 Indonesia	 telah	 memiliki	 kerangka	
hukum	 yang	 cukup	 untuk	mengkriminalisasi	 perdagangan	 organ	 dan	menjamin	 hak-hak	
korban	melalui	mekanisme	pemulihan,	namun	implementasinya	masih	menghadapi	kendala	
dalam	 pembuktian,	 koordinasi	 antar	 lembaga,	 dan	 efektivitas	 pemulihan	 korban.	
Kesimpulan	penelitian	ini	menegaskan	bahwa	efektivitas	perlindungan	hukum	tidak	hanya	
bergantung	pada	kelengkapan	norma,	 tetapi	 juga	pada	konsistensi	penegakan	dan	sinergi	
kelembagaan.	 Penelitian	 ini	 memberikan	 rekomendasi	 berupa	 penguatan	 pengawasan	
praktik	 transplantasi,	 peningkatan	 kapasitas	 aparat	 penegak	 hukum	 dalam	 menangani	
kejahatan	terorganisir,	serta	optimalisasi	mekanisme	pemulihan	korban	agar	perlindungan	
hukum	dapat	terwujud	secara	lebih	efektif	dan	berkeadilan.	

Kata	Kunci:	Perdagangan	Organ;	Perlindungan	Hukum;	Pertanggungjawaban.	

Abstract:		

This	study	aims	to	analyze	the	 legal	aspects	and	criminal	 liability	of	perpetrators	of	human	
organ	trafEicking	and	assess	the	effectiveness	of	legal	protection	for	victims	from	a	positive	legal	
perspective	 in	 Indonesia.	This	study	uses	a	normative	 juridical	method	with	a	statutory	and	
conceptual	approach	through	a	review	of	various	regulations,	doctrines,	and	literature	relevant	
to	the	crime	of	organ	trafEicking	and	victim	protection.	The	innovation	of	this	study	lies	in	an	
integrative	approach	that	constructs	organ	trafEicking	as	a	special	form	of	human	trafEicking	
by	 emphasizing	 the	 analysis	 of	 the	 perpetrators'	 criminal	 liability,	 including	 the	 possible	
involvement	of	corporations	and	medical	personnel,	and	linking	it	to	a	victim	protection	model	
oriented	 towards	 restorative	 justice.	 The	 results	 of	 this	 study	 indicate	 that	 normatively,	
Indonesia	 has	 a	 sufEicient	 legal	 framework	 to	 criminalize	 organ	 trafEicking	 and	 guarantee	
victims'	 rights	 through	 a	 reparation	 mechanism.	 However,	 its	 implementation	 still	 faces	
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obstacles	in	terms	of	evidence,	inter-institutional	coordination,	and	the	effectiveness	of	victim	
reparation.	 The	 conclusion	 of	 this	 study	 conEirms	 that	 the	 effectiveness	 of	 legal	 protection	
depends	 not	 only	 on	 the	 completeness	 of	 norms,	 but	 also	 on	 consistent	 enforcement	 and	
institutional	 synergy.	 This	 study	 provides	 recommendations	 in	 the	 form	 of	 strengthening	
supervision	 of	 transplant	 practices,	 increasing	 the	 capacity	 of	 law	 enforcement	 ofEicers	 in	
handling	 organized	 crime,	 and	 optimizing	 victim	 reparation	 mechanisms	 so	 that	 legal	
protection	can	be	realized	more	effectively	and	fairly.			

Keywords:	Organ	TrafEicking;	Legal	Protection;	Accountability.	

A. PENDAHULUAN	
Perkembangan	 kejahatan	 transnasional	 dewasa	 ini	 menunjukkan	 pola	 yang	 semakin	

kompleks,	 salah	 satunya	 adalah	 praktik	 perdagangan	 orang	 yang	 berorientasi	 pada	

eksploitasi	 organ	 tubuh	 manusia.[1]	 Perdagangan	 organ	 tidak	 lagi	 dipahami	 sebagai	

pelanggaran	 etik	 medis	 semata,	 melainkan	 sebagai	 bagian	 dari	 tindak	 pidana	

perdagangan	 orang	 yang	 terorganisir	 dan	 melibatkan	 jaringan	 lintas	 negara.	 Dalam	

konteks	hukum	nasional,	praktik	tersebut	secara	tegas	dilarang	melalui	Undang-Undang	

Nomor	21	Tahun	2007	dan	diperkuat	oleh	ketentuan	dalam	Undang-Undang	Nomor	36	

Tahun	2009	 yang	melarang	 komersialisasi	 organ	 tubuh	manusia.[2]	Namun	demikian,	

meskipun	 kerangka	 normatif	 telah	 tersedia,	 kasus	 perdagangan	 organ	 masih	

menunjukkan	 adanya	 celah	dalam	aspek	penegakan	hukum	dan	perlindungan	korban.	

Fenomena	 ini	 menimbulkan	 permasalahan	 hukum	 mendasar	 mengenai	 bagaimana	

konstruksi	 pertanggungjawaban	 pidana	 terhadap	 pelaku,	 serta	 sejauh	 mana	 hukum	

positif	 Indonesia	memberikan	perlindungan	yang	efektif	bagi	korban	eksploitasi	organ	

tubuh.[3]	

Secara	 konseptual,	 para	 korban	 perdagangan	 organ	 berada	 dalam	 posisi	 yang	 sangat	

rentan	karena	mereka	mengalami	pelanggaran	terhadap	hak	hidup,	hak	atas	kesehatan,	

dan	 hak	 atas	martabat	manusia	 yang	 dilindungi	 oleh	Konstitusi.[4]	Dalam	praktiknya,	

korban	 sering	 kali	 direkrut	melalui	 cara	 penipuan,	 pemanfaatan	 keadaan	 rentan,	 atau	

tekanan	 ekonomi,	 sehingga	 persetujuan	 yang	 mereka	 berikan	 tidak	 dapat	 dianggap	

sebagai	keputusan	bebas	yang	sah	secara	hukum.	Meskipun	ada	peraturan	hukum	yang	

menetapkan	sanksi	pidana	yang	ketat,	pelaksanaan	perlindungan	bagi	korban	termasuk	

restitusi,	rehabilitasi	medis,	dan	bantuan	hukum	belum	dilaksanakan	dengan	optimal.	Hal	
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ini	menimbulkan	pertanyaan	mengenai	efektivitas	pendekatan	yang	 lebih	menekankan	

pada	hukuman	bagi	pelaku	dibandingkan	pada	pemulihan	korban.[5]	

Beberapa	 penelitian	 sebelumnya	 umumnya	membahas	 perdagangan	 organ	 dari	 sudut	

pandang	 hukum	 kesehatan	 atau	 kejahatan	 lintas	 negara,	 dengan	 penekanan	 pada	

larangan	normatif	dan	sanksi	bagi	pelaku.[6]	Beberapa	studi	juga	memperhatikan	aspek	

hak	asasi	manusia	dalam	konteks	perdagangan	manusia	secara	umum.	Namun,	penelitian	

yang	secara	khusus	mengaitkan	analisis	pertanggungjawaban	pidana	dalam	perdagangan	

organ	sebagai	bentuk	khusus	perdagangan	manusia,	serta	meninjaunya	dalam	konteks	

efektivitas	mekanisme	perlindungan	 korban	dalam	 sistem	hukum	positif	 di	 Indonesia,	

masih	tergolong	terbatas.[7]	Oleh	karena	itu,	terdapat	kekurangan	dalam	penelitian	yang	

mencakup	analisis	menyeluruh	yang	menghubungkan	tiga	dimensi:	konstruksi	kriminal	

perdagangan	 organ,	 pertanggungjawaban	 pidana	 pelaku	 (termasuk	 kemungkinan	

keterlibatan	 perusahaan	 dan	 tenaga	medis),	 serta	 implementasi	 perlindungan	 hukum	

untuk	korban.	

Berdasarkan	 latar	 belakang	 ini,	 pertanyaan	 penelitian	 yang	 diajukan	 adalah:	 (1)	

bagaimana	pengaturan	hukum	mengenai	perdagangan	organ	manusia	dalam	perspektif	

hukum	positif	di	 Indonesia;	dan	(2)	bagaimana	perlindungan	hukum	terhadap	korban.	

Kebaruan	penelitian	ini	terletak	pada	pendekatan	integratif	yang	tidak	hanya	mengkaji	

norma	 pidana	 secara	 dogmatis,	 tetapi	 juga	 menghubungkannya	 dengan	 teori	

perlindungan	korban	dan	pendekatan	keadilan	restoratif	dalam	sistem	peradilan	pidana.	

Dengan	 demikian,	 penelitian	 ini	 diharapkan	 dapat	 memberikan	 kontribusi	 akademis	

dalam	perkembangan	kajian	hukum	pidana	dan	victimologi,	serta	menawarkan	analisis	

kritis	 terhadap	 kesenjangan	 antara	 norma	 dan	 pelaksanaan	 dalam	 penanganan	

perdagangan	organ	manusia	di	Indonesia.	

B. METODE	
Penelitian	ini	mengadopsi	pendekatan	yuridis	normatif,	yang	fokus	pada	analisis	norma-

norma	 hukum	 positif	 yang	 mengatur	 kejahatan	 perdagangan	 manusia	 dan	 organ,	

termasuk	 ketentuan	 tentang	 tanggung	 jawab	 pidana	 dan	 perlindungan	 korban	 dalam	
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hukum	 Indonesia.	Metode	 yang	 diterapkan	meliputi	 pendekatan	 perundang-undangan	

dan	pendekatan	kasus,	dengan	penekanan	pada	sinkronisasi	dan	harmonisasi	peraturan	

yang	 relevan.	 Penelitian	 ini	 bersifat	 deskriptif-analitis,	 berusaha	menggambarkan	 dan	

menganalisis	 secara	 menyeluruh	 regulasi	 hukum	 yang	 mengatur	 perdagangan	 organ	

manusia	 untuk	 mengidentifikasi	 kesesuaian,	 kekosongan	 norma,	 serta	 problematika	

dalam	penerapannya.	Tujuan	penelitian	tidak	hanya	untuk	menyajikan	ketentuan	hukum	

yang	 ada,	 tetapi	 juga	 untuk	 memberikan	 analisis	 kritis	 mengenai	 efektivitas	 regulasi	

tersebut	dalam	praktik.	Data	yang	digunakan	adalah	 sekunder,	meliputi	bahan	hukum	

primer,	 sekunder,	 dan	 tersier.	 Bahan	 hukum	 primer	 mencakup	 undang-undang	 yang	

relevan	 seperti	 Undang-Undang	 Nomor	 21	 Tahun	 2007,	 Undang-Undang	 Nomor	 36	

Tahun	2009,	dan	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023.	Bahan	hukum	sekunder	terdiri	

dari	 literatur,	 jurnal	 ilmiah,	 penelitian	 sebelumnya,	 serta	 doktrin	 ahli	 terkait	 hukum	

pidana	 dan	 perlindungan	 korban,	 sedangkan	 bahan	 hukum	 tersier	 mencakup	 kamus	

hukum	dan	ensiklopedia.	Teknik	pengumpulan	data	dilakukan	melalui	studi	kepustakaan,	

yaitu	dengan	meneliti	dan	menganalisis	bahan	hukum	yang	berhubungan	dengan	subjek	

penelitian.	 Metode	 analisis	 data	 menggunakan	 pendekatan	 kualitatif,	 di	 mana	 bahan	

hukum	 diolah	 dan	 ditafsirkan	 secara	 sistematis	 berdasarkan	 asas,	 teori,	 dan	 doktrin	

hukum	yang	sesuai.	Data	yang	terkumpul	dianalisis	dengan	cara	klasifikasi,	interpretasi,	

dan	argumentasi	hukum	untuk	menjawab	pertanyaan	penelitian.	Hasil	analisis	disajikan	

dalam	 bentuk	 deskripsi	 terstruktur	 untuk	 menarik	 kesimpulan	 normatif	 dan	

argumentatif	mengenai	 tanggung	 jawab	pidana	pelaku	serta	perlindungan	hukum	bagi	

korban	perdagangan	organ	manusia	di	Indonesia.	

C. PEMBAHASAN	

1. Pengaturan	dan	Pertanggungjawaban	Pidana	Perdagangan	Organ	Manusia	
dalam	Hukum	Positif	Indonesia	

Perdagangan	 organ	 tubuh	manusia	 adalah	 kejahatan	 serius	 yang	melanggar	 hukum	

kesehatan	dan	hak	asasi	manusia,	 terutama	hak	atas	 integritas	 tubuh	dan	martabat.	

Dalam	 sistem	 hukum	 Indonesia,	 peraturan	 tentang	 larangan	 dan	 tanggung	 jawab	

pidana	terkait	perdagangan	organ	manusia	terdapat	dalam	sejumlah	undang-undang,	
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termasuk	 Undang-Undang	 Nomor	 21	 Tahun	 2007	 tentang	 Pemberantasan	 Tindak	

Pidana	Perdagangan	Orang	 (TPPO),	Undang-Undang	Nomor	36	Tahun	2009	 tentang	

Kesehatan,	dan	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023	tentang	Kitab	Undang-Undang	

Hukum	Pidana	 (KUHP	Baru).[8]	Ketiga	 undang-undang	 ini	 saling	melengkapi	 untuk	

mengatasi	praktik	perdagangan	organ.	

a. Perspektif	Undang-Undang	Pemberantasan	Tindak	Pidana	Perdagangan	Orang	

Dalam	 kerangka	 Undang-Undang	 Nomor	 21	 Tahun	 2007,	 perdagangan	 organ	

manusia	dikuali\ikasikan	sebagai	bentuk	eksploitasi.	Pasal	2	UU	TPPO	menegaskan	

bahwa	 setiap	 orang	 yang	 melakukan	 perekrutan,	 pengangkutan,	 penampungan,	

pengiriman,	 pemindahan,	 atau	 penerimaan	 seseorang	 dengan	 cara-cara	 tertentu	

(ancaman,	 kekerasan,	 penipuan,	 penyalahgunaan	 kekuasaan,	 atau	memanfaatkan	

posisi	 rentan)	 untuk	 tujuan	 eksploitasi	 dipidana	 dengan	 pidana	 penjara	 dan	

denda.[9]	

Dalam	konteks	perdagangan	organ,	unsur-unsur	delik	meliputi	tindakan	merekrut	

atau	 memindahkan	 orang,	 modus	 seperti	 ancaman	 dan	 kekerasan,	 serta	 tujuan	

eksploitasi	termasuk	pengambilan	organ	secara	ilegal.	

Dalam	konteks	perdagangan	organ,	unsur-unsur	delik	dalam	Pasal	2	mencakup:	

1) Perbuatan	(actus	reus):	perekrutan,	pengangkutan,	penampungan,	pemindahan,	

atau	penerimaan	seseorang;	

2) Cara	atau	modus:	ancaman,	kekerasan,	penculikan,	penipuan,	penyalahgunaan	

kekuasaan,	atau	pemanfaatan	kondisi	rentan;	

3) Tujuan	 (mens	 rea	 khusus):	 eksploitasi,	 termasuk	 pengambilan	 organ	 tubuh	

secara	ilegal.	

Oleh	karena	itu,	perdagangan	organ	tidak	hanya	dianggap	sebagai	transaksi,	tetapi	

sebagai	 praktik	 eksploitasi	manusia.	 Persetujuan	 korban	 tak	menghapuskan	 sifat	

melawan	hukum	jika	diberikan	dalam	kondisi	tertekan.	
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Tanggung	jawab	pidana	dalam	UU	TPPO	mencakup	bukan	hanya	pelaku	utama	tetapi	

juga	mereka	 yang	 terlibat	 atau	mendapat	 keuntungan.	 Korporasi	 dapat	 dimintai	

pertanggungjawaban	jika	terbukti	terlibat	dalam	perdagangan	organ,	menunjukkan	

bahwa	perdagangan	organ	dianggap	sebagai	kejahatan	terhadap	martabat	manusia,	

bukan	sekadar	pelanggaran	administrasi.[10]	

b. Perspektif	Undang-Undang	Kesehatan	

Undang-Undang	 Nomor	 36	 Tahun	 2009	 lebih	 spesi\ik	 melarang	 komersialisasi	

organ.	 Pasal	 64	 menyatakan	 bahwa	 transplantasi	 organ	 hanya	 boleh	 dilakukan	

untuk	tujuan	kemanusiaan	dan	tidak	boleh	diperdagangkan.	Pasal	192	mengancam	

penjara	 hingga	 10	 tahun	 dan	 denda	 maksimal	 satu	 miliar	 rupiah	 bagi	 yang	

memperjualbelikan	 organ	 atau	 jaringan	manusia.	 Berbeda	 dengan	 UU	 TPPO,	 UU	

Kesehatan	 berfokus	 pada	 objek	 transaksi,	 yaitu	 organ	 atau	 jaringan	 tubuh	

manusia.[11]	 Oleh	 karena	 itu,	 untuk	 membuktikan	 tindak	 pidana	 di	 bawah	 UU	

Kesehatan,	dibutuhkan	bukti	atas	penjualan	organ,	niat,	dan	tujuan	komersial.[7]	

c. Perspektif	KUHP	Baru	Tahun	2023	

Penguatan	regulasi	dapat	dilihat	dalam	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023	yang	

mencakup	 ketentuan	 tegas	 mengenai	 larangan	 perdagangan	 organ	 dan	 darah	

manusia.	Pasal	345	menyatakan	bahwa	setiap	individu	yang	terlibat	dalam	jual	beli	

organ	atau	jaringan	tubuh	manusia	dapat	dihukum	dengan	penjara	hingga	7	tahun	

atau	denda	kategori	 tinggi.	Perdagangan	darah	 juga	dikenakan	hukum	 tersendiri.	

Selain	 itu,	 Pasal	 346	melarang	 komersialisasi	 dalam	 transplantasi	 organ	maupun	

transfusi	darah,	bahkan	dalam	konteks	medis.[12]	

KUHP	Baru	memperjelas	beberapa	aspek	penting:	

1) Penegasan	prinsip	kesalahan	(schuld):	individu	hanya	dapat	dihukum	jika	ada	

unsur	kesengajaan	atau	kelalaian;	

2) Perluasan	penyertaan	(deelneming):	orang	yang	memerintahkan,	berpartisipasi,	

atau	membantu	dapat	dikenakan	hukuman;	
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3) Pengakuan	 korporasi	 sebagai	 subjek	 pidana:	 perusahaan	 yang	mendapatkan	

keuntungan	 dari	 perdagangan	 organ	 dapat	 dikenai	 tanggung	 jawab	 pidana,	

termasuk	sanksi	tambahan	seperti	pencabutan	izin	atau	pembubaran.	

Berbeda	 dengan	 UU	 TPPO	 yang	 lebih	 fokus	 pada	 eksploitasi	 manusia	 serta	 UU	

Kesehatan	 yang	 menekankan	 larangan	 komersialisasi	 organ,	 KUHP	 Baru	

mengintegrasikan	larangan-larangan	ini	ke	dalam	sistem	hukum	pidana	umum,	yang	

memperkuat	 keselarasan	 norma	 dan	 memberikan	 dasar	 penuntutan	 yang	 lebih	

terstruktur.	

d. Harmonisasi	dan	Konstruksi	Pertanggungjawaban	Pidana	

Secara	 terstruktur,	 ketiga	 instrumen	 hukum	 tersebut	 menciptakan	 kerangka	

pengaturan	sebagai	berikut:	

1) UU	TPPO:	menekankan	pada	perlindungan	manusia	sebagai	korban	eksploitasi;	

2) UU	 Kesehatan:	menyoroti	 larangan	 komersialisasi	 organ	 dari	 sudut	 pandang	

kesehatan;	

3) KUHP	Baru:		memperluas	dan	mengintegrasikan	larangan	dalam	sistem	hukum	

pidana	nasional.	

Dalam	 praktik	 penegakan	 hukum,	 pemilihan	 dasar	 hukum	 tergantung	 pada	

konstruksi	 peristiwa	 pidana.	 Jika	 terdapat	 elemen	 perekrutan	 dan	 eksploitasi	

korban,	 UU	 TPPO	 lebih	 tepat	 digunakan.	 Sebaliknya,	 jika	 kasus	 hanya	 berkaitan	

dengan	 transaksi	 organ	 tanpa	 eksploitasi,	 maka	 UU	 Kesehatan	 atau	 KUHP	 Baru	

dapat	dijadikan	dasar	untuk	penuntutan.[13]	

Dari	sudut	pandang	tanggung	jawab	pidana,	unsur	kesengajaan	(dolus)	merupakan	

faktor	 penting,	mengingat	 praktik	 perdagangan	 organ	 biasanya	 dilakukan	 secara	

terorganisir	dengan	tujuan	meraih	keuntungan	\inansial.	Selain	itu,	tanggung	jawab	

pidana	dapat	diterapkan	pada	sindikat	dan	perusahaan	terkait,	sehingga	penegakan	

hukum	tidak	hanya	terfokus	pada	pelaku	di	lapangan	saja.[14]	

e. Implikasi	Normatif	
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Pengaturan	 yang	 tersebar	 dalam	 tiga	 rezim	 hukum	menunjukkan	 bahwa	 negara	

memandang	perdagangan	organ	manusia	sebagai:	

1). Suatu	kejahatan	yang	merusak	martabat	manusia;	

2). Pelanggaran	terhadap	prinsip	kemanusiaan	dalam	pelayanan	kesehatan;	

3). Sebuah	ancaman	terhadap	integritas	sistem	hukum	pidana	nasional.	

Dengan	diterapkannya	KUHP	Baru,	sistem	hukum	Indonesia	semakin	menegaskan	

bahwa	tubuh	manusia	tidak	boleh	diperlakukan	sebagai	objek	transaksi	ekonomi.	

Meskipun	demikian,	efektivitas	norma	tersebut	masih	bergantung	pada	konsistensi	

dalam	 penegakan	 hukum,	 pengawasan	 praktik	 transplantasi,	 serta	 koordinasi	

antara	aparat	penegak	hukum	dan	lembaga	kesehatan.[15]	

2. Perlindungan	 Hukum	 terhadap	 Korban	 Tindak	 Pidana	 Perdagangan	 Orang	
dalam	Perspektif	Hukum	Positif	Indonesia	

Perlindungan	hukum	bagi	korban	tindak	pidana	perdagangan	orang	(TPPO),	termasuk	

yang	 terkait	 dengan	 eksploitasi	 organ	 tubuh,	 adalah	wujud	 tanggung	 jawab	 negara	

dalam	menjamin	dan	melindungi	hak	asasi	manusia.	Korban	perdagangan	organ	sering	

kali	menghadapi	pelanggaran	serius	terhadap	hak	hidup,	hak	kesehatan,	serta	hak	atas	

martabat	dan	integritas	tubuh.	Umumnya,	mereka	berasal	dari	kelompok	rentan	yang	

terjebak	 dalam	 kemiskinan,	 minimnya	 pendidikan,	 atau	 ketergantungan	 sosial,	

sehingga	 rentan	 terhadap	 penipuan,	 tekanan	 ekonomi,	 atau	 penyalahgunaan	 posisi	

mereka.[16]	

Dalam	 konteks	 negara	 hukum,	 korban	 tidak	 dapat	 hanya	 dipandang	 sebagai	 objek	

kejahatan,	 tetapi	 juga	 harus	 dianggap	 sebagai	 subjek	 hukum	 yang	 berhak	 atas	

perlindungan,	rehabilitasi,	dan	keadilan.	Konstitusi,	terutama	Pasal	28A	UUD	NRI	1945,	

memberikan	landasan	normatif	bagi	negara	untuk	mencegah	dan	menindak	berbagai	

bentuk	eksploitasi	organ	tubuh	manusia.	

Secara	yuridis,	perlindungan	terhadap	korban	TPPO	diatur	secara	menyeluruh	dalam	

Undang-Undang	Nomor	21	Tahun	2007,	 yang	mencakup	hak-hak	korban	mulai	dari	

kerahasiaan	 identitas,	 restitusi,	 rehabilitasi	 medis	 dan	 sosial,	 hingga	 reintegrasi	 ke	
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dalam	masyarakat.	 Perlindungan	 ini	 juga	diperkuat	 oleh	Undang-Undang	Nomor	13	

Tahun	 2006	 yang	 telah	 diubah	 oleh	 Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	 2014,	 yang	

memberikan	 tugas	 kepada	 Lembaga	 Perlindungan	 Saksi	 dan	 Korban	 (LPSK)	 untuk	

menyediakan	perlindungan	dan	bantuan	bagi	korban	kejahatan.[17]	

Bentuk	 perlindungan	 hukum	 terhadap	 korban	 perdagangan	 organ	 manusia	 dapat	

dianalisis	dalam	beberapa	aspek	berikut:	

a. Restitusi	dan	Kompensasi	sebagai	Instrumen	Pemulihan	Ekonomi	

Restitusi	merupakan	ganti	kerugian	yang	dibebankan	kepada	pelaku	berdasarkan	

putusan	pengadilan	pidana.	Dalam	konteks	TPPO,	Pasal	48	UU	No.	21	Tahun	2007	

menegaskan	bahwa	restitusi	dapat	berupa:	

1). Pengembalian	harta	milik	korban;	

2). Pembayaran	ganti	kerugian	atas	kehilangan	atau	penderitaan;	

3). Penggantian	biaya	perawatan	medis	dan	rehabilitasi.	

Dalam	 konteks	 perdagangan	 organ	 manusia,	 restitusi	 sangat	 penting	 karena	

kerugian	 yang	 dialami	 korban	 bersifat	 kompleks	 dan	 mencakup	 rugi	 materiil	

(seperti	 biaya	 pengobatan	 dan	 kehilangan	 pendapatan)	 dan	 immateriil	 (seperti	

penderitaan	 \isik	 dan	 trauma	 psikologis).	 Restitusi	 berperan	 dalam	 pendekatan	

keadilan	restoratif	yang	fokus	pada	pemulihan	korban,	bukan	hanya	pada	hukuman	

bagi	pelaku.[18]	

Sementara	itu,	kompensasi	adalah	ganti	rugi	yang	diberikan	oleh	negara,	khususnya	

jika	pelaku	tidak	dapat	membayar	atau	keberadaannya	tidak	diketahui.	Kompensasi	

menunjukkan	tanggung	jawab	negara	dalam	memastikan	pemulihan	korban	sebagai	

bagian	dari	perlindungan	hak	asasi	manusia.	

Dalam	kasus	perdagangan	organ,	dampak	kejahatan	sering	kali	bersifat	permanen,	

seperti	 masalah	 kesehatan	 jangka	 panjang	 atau	 kemungkinan	 komplikasi	 medis.	

Oleh	karena	itu,	restitusi	dan	kompensasi	tidak	hanya	berfungsi	sebagai	ganti	rugi,	
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tetapi	juga	sebagai	pengakuan	dari	negara	terhadap	penderitaan	yang	dialami	oleh	

korban.[19]	

b. Rehabilitasi	Medis	dan	Psikososial	

Perlindungan	korban	tidak	dapat	dibatasi	pada	aspek	\inansial.	Korban	perdagangan	

organ	berhak	memperoleh	rehabilitasi	kesehatan	sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	

51	 UU	 No.	 21	 Tahun	 2007.	 Rehabilitasi	 ini	 meliputi:	 Perawatan	 medis	 akibat	

pengambilan	organ	secara	ilegal;	Pemulihan	kondisi	\isik	pasca	operasi;	Dukungan	

psikologis	untuk	mengatasi	trauma.	

Rehabilitasi	 kesehatan	 bertujuan	 untuk	 memulihkan	 kondisi	 korban	 secara	

menyeluruh,	 mencakup	 aspek	 \isik	 dan	 mental,	 serta	 membantu	 mereka	 untuk	

menjalani	hidup	secara	mandiri	dan	bermartabat.	Dalam	pelaksanaannya,	layanan	

ini	dapat	disediakan	melalui	fasilitas	kesehatan	pemerintah	atau	kerjasama	dengan	

organisasi	 internasional	 seperti	 International	 Organization	 for	 Migration	 (IOM	

Indonesia)	serta	kementerian	terkait.[20]	

Pendekatan	rehabilitatif	 ini	menegaskan	bahwa	perlindungan	hukum	bagi	korban	

tidak	hanya	bersifat	represif	melalui	hukuman	terhadap	pelaku,	tetapi	juga	memiliki	

aspek	preventif	dan	restoratif.	

c. Bantuan	Hukum	sebagai	Jaminan	Akses	terhadap	Keadilan	

Korban	 TPPO	 umumnya	 berada	 dalam	 kondisi	 rentan	 dan	 tidak	 memiliki	

pemahaman	 hukum	 yang	 memadai.	 Oleh	 karena	 itu,	 bantuan	 hukum	 menjadi	

instrumen	penting	dalam	menjamin	akses	terhadap	keadilan.	

Berdasarkan	 UU	 Perlindungan	 Saksi	 dan	 Korban,	 korban	 berhak	 memperoleh	

pendampingan	hukum	sejak	tahap	penyidikan	hingga	persidangan.	Bantuan	hukum	

ini	meliputi:	 Pendampingan	 dalam	 proses	 pelaporan;	 Penjelasan	 hak-hak	 hukum	

korban;	Pendampingan	dalam	pengajuan	 restitusi	 dan	kompensasi;	 Perlindungan	

selama	memberikan	kesaksian.	
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Sistem	peradilan	pidana	seharusnya	menyediakan	bantuan	hukum	secara	proaktif,	

bukan	hanya	menunggu	permohonan	dari	para	korban	yang,	 seringkali,	memiliki	

pemahaman	hukum	yang	minim.[21]	

Dengan	 adanya	 pendampingan	 hukum	 yang	 memadai,	 korban	 tidak	 hanya	

mendapatkan	keadilan	secara	formal,	tetapi	juga	keadilan	yang	bermakna	melalui	

pemulihan	hak-hak	mereka.	

d. Hak	atas	Informasi	dan	Transparansi	Proses	Hukum	

Hak	korban	untuk	memperoleh	informasi	mengenai	perkembangan	perkara	diatur	

dalam	 Pasal	 36	 UU	 No.	 21	 Tahun	 2007.	 Selama	 proses	 penyidikan,	 penuntutan,	

hingga	pemeriksaan	di	pengadilan,	korban	berhak	mengetahui	perkembangan	kasus	

yang	 melibatkan	 dirinya.	 Informasi	 yang	 diberikan	 dapat	 berupa:	 Salinan	 Berita	

Acara	Pemeriksaan	(BAP);	Pemberitahuan	jadwal	sidang;	Amar	putusan	pengadilan;	

Informasi	mengenai	pelaksanaan	restitusi.	

Hak	atas	informasi	ini	mencerminkan	prinsip	transparansi	dan	akuntabilitas	dalam	

sistem	peradilan	pidana.	Korban	tidak	hanya	dilihat	sebagai	pihak	yang	pasif,	tetapi	

sebagai	 individu	 yang	 memiliki	 hak	 untuk	 mengetahui	 dan	 memahami	 proses	

hukum	yang	sedang	berjalan.[22]	Pemberian	 informasi	 ini	 juga	berfungsi	 sebagai	

alat	 untuk	 pemulihan	 psikologis,	 sebab	 ketidakpastian	 hukum	 seringkali	

memperburuk	 trauma	 yang	 dialami	 oleh	 korban.	 Dengan	 mengetahui	

perkembangan	 kasus,	 korban	 dapat	 lebih	 siap	 secara	 mental	 dan	 mendapatkan	

kepastian	mengenai	hak-hak	mereka.	

D. KESIMPULAN	
Berdasarkan	 analisis	 mengenai	 pengaturan	 dan	 pertanggungjawaban	 pidana	 serta	

perlindungan	hukum	bagi	korban	perdagangan	organ	manusia,	dapat	disimpulkan	bahwa	

hukum	 positif	 di	 Indonesia	 telah	 menciptakan	 kerangka	 normatif	 yang	 menyeluruh	

melalui	Undang-Undang	Nomor	21	Tahun	2007,	Undang-Undang	Nomor	36	Tahun	2009,	

dan	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2023.	 Hukum	 ini	 secara	 sistematis	

mengkriminalisasi	 eksploitasi	 manusia,	 melarang	 komersialisasi	 organ	 tubuh,	 serta	
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memperluas	tanggung	jawab	pidana	kepada	korporasi	dan	jaringan	sindikat.	Selain	itu,	

perlindungan	 untuk	 korban	 sudah	 dijamin	 melalui	 mekanisme	 restitusi,	 kompensasi,	

rehabilitasi	 medis	 dan	 psikososial,	 bantuan	 hukum,	 serta	 hak	 atas	 informasi,	 yang	

menempatkan	korban	sebagai	subjek	hukum	yang	berhak	atas	pemulihan	dan	keadilan.	

Namun,	efektivitas	penerapan	hukum	ini	sangat	tergantung	pada	konsistensi	penegakan	

hukum	 dan	 kolaborasi	 antar	 lembaga.	 Oleh	 karena	 itu,	 disarankan	 agar	 pemerintah	

meningkatkan	 pengawasan	 terhadap	 praktik	 transplantasi,	 memperkuat	 kapasitas	

penegak	 hukum	 dalam	 menangani	 kejahatan	 terorganisir	 terkait	 perdagangan	 organ,	

mengoptimalkan	 peran	 Lembaga	 Perlindungan	 Saksi	 dan	 Korban	 dalam	 proses	

pemulihan	korban,	serta	membangun	sistem	pendataan	dan	rehabilitasi	yang	terintegrasi	

untuk	memastikan	perlindungan	yang	lebih	efektif,	responsif,	dan	adil	bagi	korban.	
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